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Abstrak

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran
bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai
oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang
seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hal
itu adalah penafsiran asli dari Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan
Penjelasan UUD 1945. Tetapi setelah penjelasan UUD dihapus,
penjelasan dari Pasal 33 tidak lagi merujuk kepada penafsiran otentik
yang dirancang oleh founding father. Tetapi penafsirannya dapat
dilihat dalam ruang yang baru, yaitu melalui putusan Mahkamah
Konstitusi/ Tulisan ini membahas perkembangan penafsiran Pasal 33
dalam ‘ruang baru’ sebagaimana terlihat dalam putusan mahkamah
konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi.
Untuk menunjukan bagaimana penafsiran terhadap Pasal 33 oleh
Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan konsepsi
penguasaan negara atas sumber daya alam, tulisan ini membahas
sebelas putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian
undang-undang di bidang sumber daya alam.

Kata kunci: Pasal 33, Sumber daya alam, agraria, Mahkamah
Konstitusi
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Abstract

The economy is based on democratic economy, prosperity for everyone!
Therefore, any types of production those are important for the state
and mastering of many people must be controlled by the state. Otherwise, the
reins of production fell into the hands of powerful parties and the people
become oppressed. That is the original meaning of Article 33 of Indonesia
Constitution based on formal explanation of the first Indonesia Constitution.
But after the formal explanation was removed, the explanation of Article
33 no longer refers to the original meaning was set up by the framer
constitution. This paper discusses the development of the interpretation
of Article 33 in ‘new space’ as seen from decisions of the Constitutional
Court in examining the laws over the constitution. To show how the
interpretation of Article 33 by the Constitutional Court, particularly
regard to the conception of state control over natural resources, this paper
discuss eleven decisions of Constitutional Court dealing to review several
natural resources laws.

Keywords: Article 33, Natural Resource, Agrarian, Constitutional Court

A. PENGANTAR

Salah satu corak yang membedakan antara Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Indonesia dengan
kebanyakan konstitusi negara lain adalah materi muatannya yang
selain mengatur persoalan politik ketatakenegaraan juga mengatur
persoalan tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti
termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Jimly
Asshiddigie menyebutkan hal inilah yang membedakan konstitusi
Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-
negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-
materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut
Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak
dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada
negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur.!

' Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), 124.
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Corak demikianlah yang kemudian membuat Jimly Asshiddigie
mengategorikan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi dan juga
konstitusi sosial.* Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 mengatur
norma-norma dasar soal perekonomian, termasuk di dalamnya
persoalan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan yang paling
sering dirujuk dalam memahami norma konstitusi terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 UUD 1945. Di
dalam Pasal 33 UUD 1945 ditemukan bagaimana nilai-nilai, cara
serta tujuan dari peranan negara dalam pengelolaan sumber daya
alam.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan
sumber daya alam tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 UUD
1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai
nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja
bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD 1945
itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai
‘bintang petunjuk’ dalam melahirkan berbagai undang-undang di
bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu hasil dari
reformasi hukum pasca Orde Baru yang salah satu kewenangannya
adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan
sebuah mekanisme penting untuk menjaga agar semua undang-
undang yang dilahirkan oleh pemerintah bersama-sama dengan
DPR tidak melenceng dari norma konstitusi, termasuk dalam hal
ini berkaitan dengan agraria dan pengelolan sumber daya alam.

Sampai hari ini Mahkamah Konstitusi telah banyak menguji
undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya
alam terhadap Pasal 33 UUD 1945. Dalam melakukan pengujian
undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan
bagaimana sebenarnya makna dari Pasal 33 UUD 1945. Tulisan
ini menganalisis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dalam

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 70.
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pengujian undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan
sumber daya alam untuk mendalami bagaimana makna dan
perkembangan makna Pasal 33 UUD 1945 dalam putusan Mahkamah
Konstitusi.

B. PASAL 33 UUD DARI MASA KE MASA

Pasal 33 UUD 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi
landasan bagi penguasaan dan pengelolaan penguasaan sumber
daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Muhammad Hatta merupakan orang yang
paling besar pengaruhnya terhadap substansi ketentuan Pasal
33 UUD 1945 tersebut. Pasal 33 UUD 1945 seakan telah menjadi
terminologi hukum sendiri. Ketika orang membicarakan Pasal 33
UUD 1945, maka berarti yang dimaksud adalah soal perekonomian,
sumber daya alam/agraria dan kesejahteraan sosial. Namun dalam
kaitannya dengan tulisan ini, Pasal 33 UUD 1945 dimaknai berkaitan
dengan penguasaan negara atas sumber daya alam/agraria.

Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara
di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dikuasai oleh negara yang
tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan
atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara
terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi,
peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh
orang yang bermodal.’ Senafas dengan itu, Panitia Keuangan dan
Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad
Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:
(1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan
berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan
dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar
hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
(3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan
tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

3 Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Mutiara, 1977), 28.
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Sementara itu Muhammad Yamin merumuskan pengertian
dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan
terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan
mengutamakan koperasi.* Kemudian Bagir Manan merumuskan
cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan
negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh
negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya
pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya,
termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung
di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan
pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan
negara untuk usaha-usaha tertentu.’

Demikianlah pendapat beberapa ahli berkaitan dengan Pasal 33
UUD 1945. Meski terdapat perbedaan dalam beberapa hal, namun
pada intinya Pasal 33 UUD 1945 memberikan peranan yang besar
kepada negara untuk tetap menguasai dan mempergunakan sumber
daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian bila dilihat dari berbagai konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia, persoalan penguasaan negara atas sumber
daya alam juga mengalami beberapa perkembangan. Pada mulanya
persoalan ini dirumuskan menjadi Pasal 32 oleh Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar dalam persidangan BPUPKI yang dibahas
pada tanggal 13 Juli 1945.° Kemudian pada persidangan PPKI yang
mengesahkan UUD, ketentuan tersebut bergeser menjadi Pasal 33
UUD 1945. Ketika konstitusi Indonesia berganti menjadi Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (RIS), persoalan pengusaan negara atas
sumber daya alam tidak lagi menjadi materi muatan konstitusi.
Setelah itu, ketika diberlakukan UUD Sementara tahun 1950, materi

¢ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi (Jakarta: Djembatan, 1954), 42-43

5 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung: Mandar
Maju, 1995), 12. Lihat dalam Pan Mohammad Faiz, Penafsiran Konsep Pengusaan Negara
Berdasarkan Pasal 33 UUD dan Putusan Mahkamah Konstitusi, http:/ /jurnalhukum.blogspot.
com/2006/10/ penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html (27 Juli 2011)

¢ Lihat Bahar, dkk, Risalah Sidang Badang Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 1995), 231-2.
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Pasal 33 yang sebelumnya ada di dalam UUD 1945 dihidupkan
kembali dan diletakan menjadi Pasal 38 dengan materi muatan
yang persis sama. Dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959
yang menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 mengembalikan
Pasal 33 UUD ke tempat semula. Perubahan terhadap Pasal 33
UUD 1945 baru terjadi ketika proses amandemen UUD berlangsung
untuk mengawal transisi dari Orde Baru ke reformasi (1999-2002).
Setelah berlangsung dengan perdebatan hangat antara kelompok
yang ingin mempertahankan Pasal 33 UUD dengan kelompok yang
ingin mengganti Pasal 33 UUD, akhirnya diputuskan bahwa Pasal
33 UUD 1945 tidak dihapus, melainkan ditambah dengan ayat (4)
dan ayat (5).” Sehingga sekarang Pasal 33 UUD 1945 hari ini terdiri
dari lima ayat. Ilustrasi perkembangan Pasal 33 UUD dapat dilihat
di dalam tabel berikut.

Tabel 1

Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam/Agraria
dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Konstitusi Pasal Bunyi pasal

Naskah BPUPKI |Pasal 32 (1) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

UUD 1945 Pasal 33 ) Cabf:mg—cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

7 Mengenai perdebatan dalam pembahasan Pasal 33 UUD 1945 semasa amandemen UUD
dapat dibaca dalam buku Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku
Kompas, 2010), 357.
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Konstitusi RIS

Ketentuan tersebut dihapuskan

UUDS 1950

Pasal 38

UUD 1945

Pasal 33

M

()

(©)

Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUD 1945
amandemen

Pasal 33,
ditambah
dua ayat
baru

4)

(5)

Perekonomian mnasional
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang

Tabel di atas melihat perkembangan Pasal 33 UUD 1945 sebagai
teks. Lalu bagaimana teks tersebut dimaknai? Apakah pemaknaan

terhadap teks tersebut sama atau juga mengalami perkembangan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu mendalami

bagaimana Pasal 33 UUD 1945 ‘diterjemahkan’ melalui berbagai

instrumen hukum. Penjelasan pertama yang dapat digunakan untuk
mendalami makna Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melihat
Penjelasan UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUD 1945 yang sekarang
sudah tidak berlaku lagi dapat dipahami bagaimana tafsir otentik
terhadap Pasal 33 UUD 1945. Di sana disebutkan bahwa:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan
oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-
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anggota masya rakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau
tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
ada ditangan orangseorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan
diperqunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.”

Penjelasan lain terhadap Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat dalam
beberapa undang-undang di bidang sumber daya alam. Pertama
dapat dilihat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (lebih dikenal dengan UUPA). Di dalam Pasal
2 UUPA secara tegas disebutkan bahwa atas dasar ketentuan dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat (Pasal 2 ayat 1). Selanjutnya negara dikonstruksikan memiliki
‘Hak Menguasai Negara’ (HMN). HMN memberikan wewenang
kepada negara untuk melakukan tiga hal yaitu: (a) mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (c) menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai
dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia
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yang merdeka berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3). Hak
menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat 4).

Selain di dalam UUPA, penjelasan atau pengaturan lebih
lanjut ketentuan Pasal 33 UUD 1945 diterjemahkan dalam berbagai
undang-undang di bidang sumber daya alam. Dua undang-undang
pokok dalam pengelolaan sumber daya alam setelah UUPA
diundangkan adalah UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Kedua undang-undang
tersebut serta dilengkapi dengan UU Penanaman Modal Dalam
Negeri dan UU Penanaman Modal Asing menjadi fondasi ekonomi
eksploitatif yang menopang berdirinya rezim Orde Baru selama 32
tahun di Indonesia.

Setelah memasuki reformasi, persoalan malah semakin parah.
Meskipun pernah keluar TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
menghendaki dilakukannya kaji ulang terhadap semua peraturan
perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam
supaya tidak melenceng jauh dari makna yang dikehendaki oleh
konstitusi, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin
banyak membuat undang-undang sektoral tanpa melakukan kaji-
ulang terlebih dahulu. Bila ditelisik jumlah undang-undang di
bidang agraria dan sumber daya alam pada masa reformasi terhitung
sedikitnya sudah ada delapan belas undang-undang baru. Delapan
belas undang-undang yang dimaksud antara lain UU No. 41/1999
tentang Kehutanan, UU No. 29 /2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman, UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.
20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 27/2003 tentang Panas
Bumi, UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, UU No. 18/2004
tentang Perkebunan, UU No. 19/2004 tentang Perubahan UU
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Kehutanan, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 25/2007
tentang Penanaman Modal, UU No. 26 /2007 tentang Penataan
Ruang, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Kecil, UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 4/2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 30/2009
tentang Ketenagalistrikan, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 39/2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus, UU No. 41/2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Banyaknya jumlah undang-undang yang lahir dan pada saat
yang bersamaan telah dibentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun
2003 yang salah satu kewenangannya melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD maka semua undang-undang, termasuk
undang-undang di bidang agraria dan sumber daya alam dapat
diuji kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan dibukanya ‘kran’
pengujian undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi
mendapat peranan untuk menafsirkan Pasal 33 UUD 1945
sekaligus menafsirkan apakah ketentuan di dalam undang-undang
bertentangan atau tidak dengan Pasal 33 UUD 1945.

C. KISAH SUMBANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP PASAL 33 UUD 1945

Sejak tahun 2003, sudah ada tigabelas putusan Mahkamah
Konstitusi yang dikeluarkan dalam menguji undang-undang di
bidang sumberdaya alam terhadap Pasal 33 UUD 1945 (data
tanggal 16 September 2011). Dilihat dari putusannya, tidak semua
permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi. Dari tigabelas pengujian undang-undang tersebut, empat
permohonan pengujian undang-undang dikabulkan baik dikabulkan
seluruhnya maupun dikabulkan sebagian, tujuh permohonan
pengujian undang-undang ditolak dan dua permohonan pengujian
undang-undang tidak diterima karena tidak memenubhi legal standing
sebagai pemohon.
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Tabel 2
Putusan pengujian undang-undang terkait
pengelolaan sumber daya alam

No|  Dikabulkan Ditolak Tidak diterima
(sebagian)

1 |PUU PUU Sumber Daya |PUU Minyak dan
Ketenagalistrikan Air Gas Bumi (Nomor
(UU No. 20 Tahun 20/PUU-V/2007 )
2002)

2 |PUU Minyak dan PUU Perubahan UU |PUU BUMN,

Gas Bumi Kehutanan. mengenai
(Nomor 002/ Restrukturisasi dan
PUU-1/2003) Privatisasi BUMN

3 |PUU Penanaman PUU Penetapan Luas
Modal Lahan Pertanian

4 |PUU Pesisir dan PUU No. 40 Tahun
pulau-pulau kecil 2007 tentang
Perseroan Terbatas,
mengenai Tanggung
Jawab Sosial

dan Lingkungan
Perusahaan PUU

5 Ketenagalistikan
(UU No. 30 Tahun
2009)

6 PUU Energi

7 PUU Pertambangan
Mineral dan Batu
Bara

Untuk mendalami bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi
terhadap Pasal 33 UUD 1945 lebih lanjut akan diuraikan satu persatu
sebelas dari tigabelas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
disebutkan di dalam tabel di atas.
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1. PUU Ketenagalistrikan I

Pengujian UU Ketenagalistrikan (UU No. 20 Tahun 2002)
merupakan undang-undang pertama yang didaftarkan untuk diuji
ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terlihat dalam registrasi perkaranya
yang bernomor 001/PUU-I/2003 yang pemohonnya adalah APHI
(Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia,
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia) dan Yayasan 324. Selain itu juga ada pemohon lain yaitu
Ir. Ahmad Daryoko dan M. Yunan Lubis, S.H. (Perkara Nomor 021/
PUU-1/2003), dan Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeng (Perkara
Nomor 022/PUU-1/2003). Pada pemohon mendalilkan bahwa
prosedur pembentukan UU Ketenagalistrikan tidak sesuai dengan
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (pengujian formil) dan undang-undang
tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2)
UUD 1945 menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara (pengujian materil).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan
pengujian formil dan mengabulkan permohonan pengujian materil
untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan
pada 15 Desember 2004 itu merupakan land mark decision karena untuk
pertamakalinya Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas
Pasal 33 UUD 1945. Ada beberapa hal penting yang perlu
dicatat dari putusan pengujian UU Ketenagalistrikan, antara lain:

a. Lima fungsi penguasaan negara

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menafsirkan
makna ”dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi
atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum
perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi
hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat
yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi
politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham
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kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber,
pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi
tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan public oleh
rakyat secara kolektif.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD
1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh
negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya
untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).

Tabel 3
Lima fungsi penguasaan negara atas agraria dan
sumber daya alam menurut Mahkamah Konstitusi®

No Fungsi Penjelasan
1 | Pengaturan Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan
(regelendaad) melalui kewenangan legislasi oleh

DPR bersama dengan Pemerintah, dan
regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Jenis
peraturan yang dimaksud sebagaimana
dinyatakan dalam undang-undang tentang
pembentukan peraturan perundang-
undangan serta Surat Keputusan yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah
(eksekutif) yang bersifat mengatur
(regelendaad)

8 Yance Arizona, “Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan
Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Konferensi Warisan
Otoritarianisme. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Kampus FISIP Universitas Indonesia,
5 Agustus 2008. Kemudian dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi kerjasama Mahkamah
Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga, Volume I, Nomor
1, November 2008.
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Pengelolaan Dilakukan melalui mekanisme pemilikan
(beheersdaad) saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen
Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata
lain negara c.q. Pemerintah (BUMN)
mendayagunakan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan untuk digunakan
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, fungsi ini dilakukan oleh
perusahaan daerah

Kebijakan (beleid) Dilakukan oleh pemerintah dengan
merumuskan dan mengadakan
kebijakan

Pengurusan Dilakukan oleh pemerintah dengan
(bestuursdaad) kewenangannya untuk mengeluarkan dan
mencabut fasilitas perizinan (vergunning),
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).

Pengawasan Dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah
(toezichthoudensdaad) | dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan agar pelaksanaan
penguasaan oleh negara atas cabang
produksi yang penting dan/atau yang
menguasai hajat hidup orang banyak
dimaksud benar-benar dilakukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh
rakyat.
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Tiga jenis cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa cabang-
cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Mahkamah
Konsitusi untuk mengetahui apakah suatu cabang produksi
merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara tergantung
pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang
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produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-
cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau
yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai
hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara
tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Namun untuk menentukan cabang produksi tersebut
terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan
rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi
itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi
bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, terungkap
fakta bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak, sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945,
maka cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai
oleh negara. Hal ini berarti tenaga listrik harus dikelola oleh
negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah
(negara) atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing

dengan sistim kemitraan
Konstitusionalitas privatisasi

Konsepsi penguasaan negara juga termasuk di dalamnya
persoalan kepemilikian negara. Di dalam pengertian penguasaan
itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai
instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh
negara c.q. Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi
listrik. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh
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negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau
menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan
ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh
negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan
oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur
atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk
memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau
yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen
atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Meskipun pemilikan negara dalam bentuk saham-saham
pada perusahaan yang bergerak pada cabang produksi yang
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, namun
untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka penguasaan
dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat
relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100% dikuasai oleh
negara. Hal terpenting dalam penguasaan saham oleh negara
adalah memastikan bahwa negara tetap menentukan dalam
proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam
badan usaha yang bersangkutan. Dengan pendapat demikian,
maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham
Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan
tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945
menurut Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal
33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi
itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. Pemerintah

 Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional”,
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untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang
produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai
hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak
menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang
kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang
mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus
(bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi
(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konstitusionalitas unbundling

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU
Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD
1945 karena telah mereduksi makna ”dikuasai oleh negara untuk
cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat
hidup orang banyak.” Dalam konteks ini, kebijakan pemisahan
usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem “unbunding”.
Sistem “unbunding” pemisahan usaha pembangkitan, transmisi,
distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan
pengelola sistim tenaga listrik oleh badan usaha yang berbeda.
Menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam
hal ini PT. PLN hanya untuk usaha transmisi dan distribusi,
merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik yang
menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar. Menurut
Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak memberikan proteksi
kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik.
Kebijakan “unbunding” tersebut mengakibatkan PLN harus
"unbundied” menjadi beberapa jenis usaha, padahal PLN selama
ini memiliki ijin yang terintegrasi secara vertikal. Karena pasal-
pasal menyangkut "unbunding” tersebut merupakan jantung
UU Ketenagalistrikan, maka Mahkamah Konsitusi memutuskan
membatalkan secara keseluruhan UU Ketenagalistrikan. Putusan
tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang
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pertama yang memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh
para pemohon (ultra petita).

2. PUU MINYAK DAN GAS BUMI

Pengujian UU Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001)
diajukan oleh enam pemohon, antara lain APHI (Asosiasi Penasehat
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) selaku Pemohon I,
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia
Indonesia) selaku Pemohon II, Yayasan 324 selaku Pemohon III,
SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) selaku Pemohon IV, SP KEP — FSPSI
Pertamina selaku Pemohon V, dan Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE,
M.H. selaku Pemohon VI. Para pemohon mengajuan pengujian
formil dan pengujian materil. Dalam putusan yang dibacakan
pada 21 Desember 2004 itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan
menyatakan permohonan Pemohon VI tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard), menolak permohonan para Pemohon dalam
pengujian formil, dan mengabulkan permohonan para Pemohon
dalam pengujian materiil untuk sebagian.

Pemohon mendalilkan bahwa UU Migas bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sehingga akan berdampak pada
kesulitan Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan/atau
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah Konstitusi kembali menjelaskan persoalan makna
dikuasai oleh negara sebagaimana sudah dikonstruksi dalam putusan
pengujuan UU Ketenagalistrikan, yaitu bahwa pengertian “dikuasai
oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh
negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk
pula di dalamnya pengertia